KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN BUMDES BERSAMA
DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
é\ PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN
Menimbang a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ay A rgll'i
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan D a26019
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun tia
tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk pani
pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan
keputusan BPD;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ba‘?a,n
Permusyawaratan Desa tentang pembentukan panitia
pelaksana musyawarah desa tentang Rencana
Pembentukan BUM DESA Bersama Kecamatan
Majenang Kabupaten Cilacap;

6\/Iengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Sl;eg’?ra S:Eublik Indonesia Tahun 2007
Nomor , lambahan Lembar y
Indonesia Nomor 4737); an Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah

un 201
Peraturan Pelaksanaan Undang- 4 tentang

Undang Nomor 6 Tahun
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Republik Indonesia

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Lembaran Negarad

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan :

Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagalmaga;atfll'i
beberapa kali diubah, terakhir dengan (:'ubal’l‘im
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pe n 2014
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah;omor 6
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Lembaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturanp Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;:n::::r%
Dana Desayang bersumber dari Anggaran PenR publik
dan Belanja Negara (Lembaran Negara e};)aran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan ook ana
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagali?xran
telah diubah beberapa kali terakhir dengarn Per; o
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran N€8
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraﬁ‘(
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Regub-
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun' 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Mer}teri l_)alam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman

7 tentang
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Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Neg

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262),; Daerah

15. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna hun 2020
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 T
tentang Pedoman Umum Pembangun
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 20.17 t]gzzng
Tata Cara Penyusunan Peraturan Di D;SS)a (Ber1ta
Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 59);

17. Peraturan BupatipCilacap Nomor 82 Tahun zolzti?tg:ﬁ
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Sc’lacap
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupateh “Co) .
(Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomto tarl’g

18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 ten 5
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Ka'tbu.{o 5 i
Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Peng«f:ldaan

c Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2020 Nomor 25);

19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 97);

20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2021 Nomor 30);

21. Peraturan Desa Pahonjean Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -
2025 (Lembaran Desa Pahonjean Tahun 2019 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Pahonjean Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Pahonjean Tahun 2018
Nomor 7);

23. Peraturan Desa Pahonjean Nomor 10 Tahun 2021

c tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021
Nomor 10); dan

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap

pada hari Senin Tanggal 6 Juni 2022 membahas tentang
Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang
Rencana Pembentukan BUM DESA Bersama Desa Pahonjean
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : i e N
TU : Membentu anitia Musyawarah Desa tent
KESA Pembentukan BUM DESA Bersama di Desa a;fhiir}‘;a;l:
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan inj.
KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa
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KETIGA

KEEMPAT

(" <ELIMA

Slxel;;igajrpana dimaksud pada diktu
. Menyiapkan dokumen Rancangan

Desa
tentang perencanaan Desa;

. Menyiapkan daftar hadir;

(o219, I V] N

5 pelaksanaan musdes;
. Melakukan registrasi

. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda 2

. Menyiapkan akomodasi rapat;

m KESATU untuk:
RKP Desa dan DU-RKP

cara Musdes

. Menyiapkan draft tata terti .
tertib musyawarah;
. Menyampaikan undangan ke s mysdey 2

pada pesert :
tamu undangan, paling lambat 5 a) har sebelum

(lim
pescrta yang

peserta musdes bagi

berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu)

pelaksanaan musdes.

maksud dikturm

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di
Musdes pertanggung

!(EDUA Panitia Musyawarah Desa
Jawab kepada BPD.
Segala bia)ta yang timbul sebagai
Keputusan ini dibebankan kepada
dan Belanja Desa Pahonjean Tahun An
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di
l‘;;atentuan apabila terdapat kekeliruan
adakan perbaikansebagaimana mestinya.

akibat ditetapkannya
patan

tetapkan, dengan
didalamnya akan

Ditetapkan di Desa Pahonjean
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LAMPIRAN

Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa
Nomor 1 Tahun 2022

Tanggal oyt
Tentang Pembentukan Panitia
Mudes Rencana Pembentukan
BUM DESA Bersama Tahun
2022

?VIIJSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
1;JSDES RENCANA PEMBENTUKAN
UM DESA Bersama TAHUN 2022

[NO |
_me?ggly‘ JABATAN UNSUR
2. | Suswati.s H ofiyulloh,S.Pd.I Penangungjawab Ketua BPD
Lmt.\ Ketua Sekretaris BPD
¢ LW Sekretaris Perangkat Desa
| S. | Tasikin Anggota Anggota BPD
6. | Lis Suryo Anggota Anggota BPD
7. | Mukhsinun Anggota Anggota BPD
Anggota Anggota BPD
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